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Abstrak 
Perceraian memiliki akibat hukum yang menimbulkan kewajiban orang tua, hak asuh sampai 
kepada nafkah anak. Permasalahan yang dibahas yakni mengenai pengaturan pelaksanaan 
pembiayaan anak pasca perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peran serta kedudukan ibu dalam pelaksanaan 
perlindungan hukum dalam pembiayaan anak pasca perceraian dalam Putusan Nomor: 
406/Pdt.G/2020/PA.Dps. Tujuan penelitian untuk menganalisis perbandingan penerapan 
pengaturan terkait anak dan pembiayaan anak pasca perceraian. Metode penelitian yang 
digunakan yakni yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan 
pembiayaan anak pasca perceraian pada perkawinan campuran diatur dalam Pasal 41 Undang-
Undang tentang Perkawinan, Pasal 105 KHI, dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 
tentang Perlindungan Anak yang mana pada dasarnya orang tua baik ibu maupun bapak 
berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya hingga dewasa. Pertimbangan 
hukum dan putusan hakim dalam Putusan Perkara Nomor: 406/Pdt.G/2020/PA.Dps, telah 
sejalan dengan Pasal 41 huruf a UU Perkawinan dengan adanya kesepakatan dengan adanya 
perjanjian kesepakatan bersama antara bapak dan ibu untuk tetap mengasuh bersama sampai 
anak-anak tersebut tumbuh dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri. Mengenai 
pembiayaan anak pasca perceraian, pembiayaan akan dilakukan secara bersama melalui 
adanya perjanjian kesepakatan bersama antara pihak ibu dan bapak untuk hak asuh yang 
ditetapkan asuhan bersama. 

 Kata Kunci 
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Abstract 
Divorce has legal consequences that cause the obligations of parents, custody rights to the 
livelihood of children. The problem discussed is how to regulate the implementation of post-
divorce child financing in the Compilation of Islamic Law and Law Number 1 of 1974 concerning 
Marriage and the implementation of legal protection in financing children after divorce in 
Decision Number: 406/Pdt.G/2020/PA.Dps. This study aims to analyze the comparison of the 
application of child-related arrangements and post-divorce child financing. The method used is 
normative juridical. Based on this research, the implementation of post-divorce child financing in 
mixed marriages is regulated in Article 41 of the Law on Marriage, Article 105 KHI, and Article 2 
of Law Number 35 year 2014 of the Law on Child Protection where basically both parents and 
mothers and fathers are obliged to care for and educate their children until adulthood. The legal 
considerations and the judge's decision in the Case Decision Number: 406/Pdt.G/2020/PA.Dps, 
are in line with Article 41 letter a of the Marriage Law with an agreement with a mutual 
agreement between the father and mother to continue to care for them together until the children 
are born. the child grows up and can make his own choices. Regarding post-divorce child 
financing, financing will be carried out jointly through a joint agreement between the mother and 
father for custody which is determined by joint care. 
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1. Pendahuluan  

Perkawinan campuran bukan hal asing lagi bagi Warga Negara Indonesia. 
Perkawinan campuran diatur dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 62 UU Perkawinan. 
Berdasarkan Pasal 57, disebutkan bahwa perkawinan campuran adalah “perkawinan 
antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena 
perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.” Dari 
definisi tersebut, dapat diuraikan unsur-unsur perkawinan campuran ini sebagai 
berikut: 
1) Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita; 
2) Di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan; 
3) Karena perbedaan kewarganegaraan; dan 
4) Salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. 

Percampuran di sini adalah berupa percampuran yang berbeda kewarganegaraan, 
bukan perbedaan agama, secara konkritnya adalah sebagai berikut:[1] 
1) Seorang pria Warga Negara Indonesia kawin dengan seorang wanita Warga Negara 

Asing; atau 
2) Seorang pria Warga Negara Asing kawin dengan seorang wanita Warga Negara 

Indonesia. 

Ketentuan lebih lanjut tentang perkawinan campuran terdapat dalam Pasal 58 
sampai dengan Pasal 62 UU Perkawinan. Pertama, diatur tentang perolehan 
kewarganegaraan yang ditetapkan bahwa bagi orang-orang yang berlainan 
kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh 
kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, 
menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan 
Republik Indonesia yang berlaku. Kedua, mengatur tentang akibat dari kewarganegaraan 
yang diperoleh dalam perkawinan campuran: 
1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya 

perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik 
maupun mengenai hukum perdata.[2] Hukum perdata meliputi hukum perkawinan, 
hukum kewarisan, hukum perjanjian, hukum dagang, dan hukum perdata 
internasional. Sedangkan, hukum publik meliputi hukum pidana, hukum tata negara, 
hukum administrasi, hukum internasional publik, hukum lingkungan dan hukum 
sosial ekonomi.[3]  

2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut 
undang-undang Perkawinan ini.[4]  

Perkawinan sejatinya dilakukan demi melangsungkan adanya keturunan bagi kedua 
pasang suami-istri. Hal itu kemudian menimbulkan hubungan hukum yang terdiri atas 
Hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan campuran tidak diatur, baik menurut 
hukum perkawinan Islam, UU Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), 
yang dalam hal ini semua hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan biasa dan 
campuran adalah sama. Untuk UU Perkawinan diatur dalam Bab VI, Pasal 30 sampai 
dengan Pasal 34, sedangkan menurut ketentuan KHI diatur dalam Bab XII, Pasal 77 
sampai dengan Pasal 84. Dengan demikian, semua hak dan kewajiban suami isteri baik 
dalam perkawinan biasa dan perkawinan campuran adalah sama dan harus sesuai 
dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 30 sampai dengan Pasal 
36 UU Perkawinan. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU Perkawinan, disebutkan bahwa, “Kedua 
orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.” Pada 
ketentuan Pasal 45 ayat (2) UU Perkawinan dinyatakan bahwa, “Kewajiban orang tua 
yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri 
sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua 
putus.” Jadi kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak- anaknya sampai 
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mereka kawin dan dapat berdiri sendiri. Hal mana juga berarti walaupun anak sudah 
kawin jika kenyataannya belum dapat berdiri sendiri masih tetap merupakan kewajiban 
orang tua untuk memelihara anak istri dan cucunya. 

Salah satu kasus yang terjadi pembayaran nafkah anak sebagai akibat dari 
perceraian yakni pada Putusan Nomor 406/Pdt.G/2020/PA.Dps.[5] Penggugat 
merupakan perempuan berkewarganegaraan Indonesia yang beragama Islam menikah 
dengan Tergugat yang merupakan laki-laki berkewarganegaraan Jerman yang beragama 
Islam. Keduanya menikah berdasarkan agama Islam dan dilangsungkan di Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada tanggal 16 Desember 
2006. Selama perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) 
orang anak, namun sayangnya ketenteraman perkawinan tersebut hanya berlangsung 
hingga Agustus 2017 karena sering terjadi perselisihan/percekcokan pertengkaran 
secara terus menerus sehingga Penggugat memilih untuk pergi meninggalkan rumah dan 
tidak hidup bersama dengan Tergugat selama kurang lebih 2 tahun. Dalam kurun waktu 
tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang dan 
sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan 
sebagaimana layaknya suami istri. Mengenai hak hadhanah/hak asuh anak, Penggugat 
meminta agar hak asuh anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap 
berada dalam asuhan bersama sampai anak-anak tersebut tumbuh dewasa dan dapat 
menentukan pilihannya sendiri. Di dalam putusannya, Hakim memutuskan untuk 
mengabulkan gugatan Penggugat agar pemegang hak hadhanah/hak asuh secara 
bersama-sama sampai anak-anak tersebut tumbuh dewasa dan dapat menentukan 
pilihannya sendiri. 

Berdasarkan Pendahuluan yang diuraikan di atas maka yang menjadi pokok 
permasalahannya yakni bagaimana pengaturan pelaksanaan pembiayaan anak pasca 
perceraian pada perkawinan campuran dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peran dan kedudukan ibu dalam 
pelaksanaan perlindungan hukum dalam pembiayaan anak anak pasca perceraian dalam 
putusan nomor: 406/Pdt.G/2020/PA.Dps. 
 

2.   Metode  

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu 
penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah–kaidah atau norma- 
norma dalam hukum positif. Dengan dilakukannya penelitian yuridis normatif, maka 
penelitian akan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus 
atau Putusan Nomor : 406/Pdt.G/2020/PA.Dps dan pendekatan Perbandingan KHI 
dengan UU Perkawinan. Pendekatan perundang-undangan yaitu melakukan pengkajian 
terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak dan pembiayaan 
anak pasca perceraian dalam perkawinan campuran, Pendekatan kasus dalam penelitian 
ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang 
dilakukan dalam praktik hukum.[6] Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, yang 
mana data diperoleh langsung dari penelusuran terhadap bahan-bahan pustaka dan 
berbagai norma hukum tertulis dengan mengkaji penerapan atas kaidah maupun norma 
pada hukum positif.[6] 

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi 
dokumen. Studi dokumen dilaksanakan dengan cara penelusuran terhadap literatur dan 
kepustakaan (library research), serta mempelajari dan membaca bahan hukum yang 
terkait dengan penelitian ini. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan metode 
kualitatif di dalam menganalisis bahan/sumber hukum yang relevan untuk menjawab 
pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan. 
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3.   Pembahasan  

3.1  Pengaturan Pelaksanaan Pembiayaan Anak Pasca Perceraian Pada Perkawinan 
Campuran Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 Tentang Perkawinan   

Suatu perkawinan ditujukan untuk menyatukan ikatan lahir batin antara dua jiwa, 
yakni antara pria dan wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia serta kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 UU 
Perkawinan. Tujuan tersebut seakan menjadi pedoman bagi sepasang suami-istri untuk 
dapat terikat dalam suatu pertalian yang suci hingga akhir hayat. Namun, seringkali 
tujuan yang dicita-citakan tersebut tidak dapat tercapai dalam suatu perkawinan. 
Pernikahan bahagia, harmonis dan kekal yang diinginkan pada kenyataannya dapat 
berubah karena ada berbagai masalah yang melanda.  

Perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau 
tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan tersebut. Pengaturan lebih lanjut mengenai 
perceraian diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 UU Perkawinan serta lebih 
lanjut diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 PP No. 9 Tahun 1975.[7]  

Perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan suami istri yang berbeda 
kewarganegaraan dan salah satunya berkewarganegaraan Indonesia menurut ketentuan 
Pasal 57 UU Perkawinan disebut perkawinan campuran. Tujuan ideal dari perkawinan 
menurut hukum perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, 
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 UU Perkawinan yang memuat pengertian yuridis 
perkawinan ialah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai 
suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Jadi, perkawinan merupakan “perikatan 
keagamaan”, karena akibat hukumnya adalah mengikat pria dan wanita dalam suatu 
ikatan lahir dan batin sebagai suami istri dengan tujuan yang suci dan mulia yang 
didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa itu mempunyai hubungan erat sekali dengan 
agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahiriah/ 
jasmaniah, tetapi juga unsur batiniah. 

Ketentuan UU Perkawinan menentukan bahwa persyaratan dan prosedur 
pernikahan yang berlaku mengikuti prosedur dan persyaratan yang berlaku terhadap 
orang tersebut. Dengan kata lain, prosedur dan persyaratan pernikahan mengikuti status 
personal dari para mempelai. Sehingga warga negara Indonesia ataupun warga negara 
asing yang ingin melangsungkan pernikahan wajib memenuhi syarat-syarat yang 
ditentukan oleh hukum nasionalnya.[8] Pasangan suami istri yang melangsungkan 
perkawinan campuran, sudah tentu pihak calon suami/istri akan membawa hukum, 
kebiasaan dan budayanya masing-masing, sehingga sangat sulit untuk menyatukan 
budaya yang berbeda menjadi searah apalagi menjadi seiman, untuk itu tidak jarang 
tujuan ideal dari suatu perkawinan sangat sulit untuk diwujudkan, karena banyak terjadi 
kehidupan rumah tangga yang berbeda kewarganegaraan ini dalam membina rumah 
tangga tidak bahagia bahkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga 
perceraian adalah jalan terbaik. Hal ini sejalan dengan pandangan dari Abdul Ghofur 
Anshori.[9] 

Putusnya gperkawinan gbagi gpasangan gsuami gistri gyang gberbeda kewarganegaraan 

gjelas gmembawa gakibat gyang gsangat gkompleks, gtidak gsaja mempunyai gakibat ghukum 

gterhadap ganak-anak gyang gterlahir gdari gperkawinan tersebut, gtetapi gjuga gberakibat 

gterhadap gmantan gsuami/istri, gbahkan gterhadap harta gbenda gmilik gbersama. gBerdasarkan 

gpada gketentuan gPasal g37 gUU Perkawinan gmenentukan gbahwa g“bila gperkawinan gputus 

gkarena gperceraian, harta gbersama gdiatur gmenurut ghukumnya gmasing-masing.” gIni 

gberarti, gbahwa akibat gdari gperceraian gtersebut, gmaka gterhadap gharta gbersama gakan 

gdiatur gbisa menurut ghukum gagamanya gmasing-masing, ghukum gadatnya gmasing-masing,  

atau hukum gyang glain.  
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Mengenai ghak anak, gsesuai gdengan gketentuan gKonvensi gHak gAnak g(Convention gon 

gthe gRights of gChild) gyang gdisahkan goleh gMajelis gUmum gPBB gpada gtanggal g20 gNovember 

1989 gdan gberlaku gsebagai ghukum ginternasional gpada gtanggal g2 gSeptember g1990, dan 

gtelah gdiratifikasi goleh gpemerintah gIndonesia gmelalui gKeputusan gPresiden Nomor g36 

gTahun g1990 gpada gtanggal g25 gAgustus g1990 gdikemukakan gbahwa gdi dalam gKonvensi gini 

gtelah gmelahirkan gprinsip-prinsip/asas umum perlindungan anak, yaitu: 
1) Perlindungan aktif (active protection); 
2) Nondiskriminasi (nondiscrimination); 
3) Sesuatu yang terbaik bagi ganak g(the gbest ginterest gof gthe gchild); 
4) Hak hidup, keberlangsungan ghidup gdan gperkembangan g(the gright gto life, 

survival, gand gdevelopment); gdan 
5) Penghargaan terhadap pendapat anakg(respectgforgthegviewsgofgthe child).  

Prinsip-prinsip gtersebut gjuga gterdapat gdi gdalam gketentuan gUndang-Undang 

gNomor g23 gTahun g2002 gtentang gPerlindungan gAnak gsebagaimana gtelah diubah gmelalui 

gUndang-Undang gNomor g35 gTahun g2014 g(UU gPerlindungan Anak) yang gdibentuk goleh 

gpemerintah gagar ghak-hak ganak gdapat gdi implementasikan gdi Indonesia.[10][11]
 gKepedulian 

gpemerintah gIndonesia gterhadap harkat gdan martabat anak gsebenarnya gsudah gterlihat 

gsejak gtahun g1979 gdi dalam Undang-Undang Nomor g4 gtahun g1979 gtentang gKesejahteraan 

gAnak g(UU Kesejahteraan Anak).[12] 
Namun, ghingga gdikeluarnya gUU gPerlindungan gAnak gsampai gsekarang kesejahteraan 

ganak gdan gpemenuhan ghak-hak ganak gmasih gjauh gdari gyang diharapkan gapalagi gterhadap 

ganak-anak gsebagai gakibat gdari gperceraian gyang orang gtuanya gmelakukan gperkawinan 

gcampuran, ganak-anak gini gsetelah gterjadi perceraian gsering gmenjadi gKorban 

gpersengketaan gorang gtuanya, gsehingga kesejahteraan ganak-anak gini gmenjadi gsemakin 

gmembuat ghati gkita gmiris, gkarena sering ganak gtersebut ghidupnya gtidak gmendapatkan ghak-
haknya gsebagai gseorang anak. gMenurut gketentuan gPasal g1 gUU gKesejahteraan gAnak, ganak 

gsejak gdalam kandungan ghingga gberusia g18 tahun gberhak gmendapat perlindungan gdan 

kesejahteraan. gHal gini gberarti, gbahwa gsejak gdalam gkandungan, kedua gorang tuanya gwajib 

gmemberi gpemenuhan ggizi gyang gcukup gagar gdia gdapat lahir gsehat dan gcukup gberat 

gbadannya. 
Demikian gpula dengan ganak gakibat gdari gperceraian gorang gtuanya yang gberbeda 

gkewarganegaraan, gmereka gsemua gberhak gmendapatkan ghak-haknya gsebagai ganak 

gbangsa. gAkan gtetapi gkenyataannya, gdi gdalam gpergaulan sosial gmasyarakat, ganak gakibat 

gorang gtuanya gbercerai glebih glagi ganak gyang glahir dari gperkawinan gcampuran, gmereka 

gjustru gdipandang gsebagai gorang gasing padahal gsebelum gusianya gmelebihi g18 gtahun, gia 

gberhak gmendapatkan gdwi kewarganegaraan, gakan gtetapi gjustru gdiperlakukan gsebagai 

ganak gorang gasing yang gtidak gberhak guntuk gmendapatkan gpengakuan gkedudukannya 

gsebagai subyek ghukum gyang gmempunyai ghak gdan gkewajiban gsama gkepada gbangsa gdan 

Negara. gPengertian g“setiap ganak” gberarti gsemua ganak gtidak gterkecuali ganak-anak yang 

lahir gperkawinan gyang gberlainan gkewarganegaraan. gHal gmana gsecara gjelas dapat gdilihat 

seperti gyang gtelah gdiatur gdalam gketentuan gUUD gNRI g1945 gpada Pasal g28 gB gayat g(1) gdan 

ayat g(2) gserta gdi gdalam gPasal g28 gD gayat g(1), gyang pada dasarnya menjelaskan bahwa: 
Setiap gorang gberhak gmembentuk gkeluarga gdan melanjutkan keturunan gmelalui 

perkawinan gyang gsah; Setiap ganak gberhak gatas kelangsungan ghidup, gtumbuh gdan 

berkembang gserta gberhak gatas gperlindungan dari gkekerasan gdan gdiskriminasi; dan 
setiap gorang gberhak gatas gpengakuan, jaminan, gperlindungan gdan kepastian ghukum gyang 

adil gserta gperlakuan gyang sama gdihadapan ghukum.[13] 
Dunia ginternasional gtelah gmengakui ghak-hak ganak gmelalui gKonvensi gHak Anak 

(Convention gon gthe gRights gof gChild), gmaka gtidak gada galasan ghukum guntuk gmeniadakan 

perlindungan ghukum terhadap ganak-anak gkorban gperceraian gdari gorang gtuanya.[14] 
Dalam gperkawinan gcampuran, gakibat ghukum gperceraian gterhadap kedudukan gdan 

perlindungan ghak-hak ganak gmenurut ghukum gIndonesia gdapat dicermati gketentuan gPasal 

41 gUU gPerkawinan gyang gmenentukan gbahwa:[15] 
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1) Baik gibu gatau gbapak gtetap gberkewajiban gmemelihara gdan gmendidik ganak- anaknya, 

semata-mata gberdasarkan gkepentingan ganak; gbilamana gada perselisihan gmengenai 

penguasaan ganak-anak, gPengadilan gmemberi keputusannya; 
2) Bapak gyang gbertanggung-jawab gatas gsemua gbiaya gpemeliharaan gdan pendidikan 

yang gdiperlukan ganak gitu; gbilamana gbapak gdalam gkenyataan tidak gdapat gmemenuhi 

kewajiban gtersebut, gPengadilan gdapat gmenentukan bahwa gibu gikut gmemikul gbiaya 

tersebut; 
3) Pengadilan gdapat gmewajibkan gkepada gbekas gsuami guntuk gmemberikan biaya 

penghidupan gdan/atau gmenentukan gsesuatu gkewajiban gbagi gbekas istri. 

Menurut gSoemiyati, gjika gterjadi gperceraian gdimana gtelah gdiperoleh keturunan gdalam 

gperkawinan gitu, gmaka gyang gberhak gmengasuh ganak ghasil perkawinan gadalah gIbu, gatau 

gnenek gseterusnya gke gatas. gAkan gtetapi, gmengenai pembiayaan guntuk gpenghidupan ganak 

gitu, gtermasuk gbiaya gpendidikannya gadalah menjadi gtanggung gjawab gayahnya. 

gBerakhirnya gmasa gasuhan gadalah gpada gwaktu anak gitu gsudah gdapat gditanya gkepada 

gsiapa gdia gakan gterus gikut. gKalau ganak tersebut gmemilih gibunya, gmaka gsi gibu gtetap gberhak 

gmengasuh ganak gitu, gkalau anak gitu gmemilih gikut gbapaknya, gmaka ghak gmengasuh gikut 

gpindah gpada bapaknya.[16] 
Berkenaan gdengan gkedudukan ganak gyang gdilahirkan gdari gperkawinan campuran, 

gPasal g29 gUU gPerlindungan gAnak gmenyatakan gbahwa gapabila gterjadi perkawinan 

gcampuran gantara gwarga gRepublik gIndonesia gdengan gwarga gNegara asing, ganak gyang 

gdilahirkan gdari gperkawinan gtersebut gberhak gmemperoleh kewarganegaraan gdari gayah 

gatau gibunya gsesuai gdengan gketentuan gperaturan Perundang-Undangan gyang gberlaku.[17] 
Mengingatgdi gdalam perceraian gdari gperkawinan gcampuran gini gyang gmenjadi gkendala 

gcukup kompleks gadalah gsistem ghukum gyang gdianut goleh gmasing-masing gbekas gsuami 

atau gistri gadalah gsistem ghukum gyang gberbeda, gbelum glagi gjarak gantar gNegara 

memisahkan gmereka gjuga gsangat gmenentukan, gsehingga gsangat grentan gbahwa salah gsatu 

gpihak gakan gmengingkari gputusan gpengadilan. gDalam ghal gterjadi wanprestasi gyang 

gdilakukan goleh gsalah gsatu gpihak, gmaka gsudah gpasti ganak-anaklah gyang gakan gmenjadi 

gkorban, gsehingga gkebutuhan ganak-anak gtersebut tidak gbisa gdipenuhi gsehingga gtimbulah 

gakibat ganak gtersebut gditelantarkan, karena gyang gdiberikan ghak guntuk gmengasuh ganak 

gtidak gmampu glagi guntuk membiayai gkebutuhan gsi ganak. g 
Padahal gmenurut ghukum gIndonesia, gsebagaimana gyang gdikemukakan goleh Hilman 

gHadikusuma, gbahwa gbapak gyang gbertanggung gjawab gatas gsemua gbiaya pemeliharaan 

gdan gpendidikan gyang gdiperlukan ganak gsetelah gputusnya perkawinan gkarena gperceraian. 

gJika gbapak gdalam gkenyataannya gtidak gdapat melaksanakan gkewajibannya gmembiayai 

gpemeliharaan gdan gpendidikan ganak, maka gpengadilan gdapat gmenentukan gbahwa gibu gikut 

gmemikul gtanggung gjawab membiayai gpemeliharaan gdan gpendidikan ganak gitu.[18]
 gPenulis 

gsejalan gdengan gpendapat gdari gR. gSubekti, gyang gmenyatakan gbahwa akibat ghukum 

gperceraian gterhadap ganak gdalam gperkawinan gcampuran gadalah kekuasaan gorang gtua 

g(ouderlijke gmacht) gmenjadi gberakhir gdan gberubah gmenjadi perwalian g(voogdij). gKarena 

gitu, gjika gperkawinan gdiputuskan goleh ghakim, gharus pula gdiatur gtentang gperwalian gitu 

gterhadap ganak-anak gyang gmasih gdi gbawah umur g(anak gusia gdi gbawah g18 g(delapan gbelas) 

gtahun). 
UU gPerkawinan gtidak gmengatur gsecara gkhusus gtentang gpengasuhan ganak secara gluas 

gdan grinci gbahkan gdalam gPeraturan gPelaksanaannya gsekalipun gdalam Peraturan 

gPemerintah gNomor g9 gTahun 1975 gtentang gPelaksanaan gUndang-Undang gNomor g1 

gTahun g1974 gTentang gPerkawinan gjuga gtidak gmengaturnya. Setelah gdiberlakukannya 

gUndang-Undang gNomor g7 gtahun g1989 gtentang Peradilan gAgama gdan gInpres gnomor g1 

gtahun g1991 gtentang gpenyebarluasan Kompilasi gHukum gIslam, gbarulah gada gaturan gyang 

gmengatur gtentang penguasaan hak gasuh ganak gbagi ganak gdi gbawah gumur gyaitu gmasalah 

ghadhanah. 
Undang-Undang gPerkawinan gpada gPasal g41 gsampai gPasal g49 gmenjelaskan bahwa 

gorang gtua gwajib gmemelihara gdan gmendidik ganak-anaknya gyang gbelum mencapai gumur 
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g18 gtahun gdengan gcara gyang gbaik gsampai ganak gitu gkawin gatau dapat gberdiri gsendiri. 

gKekuasaan gorang gtua gjuga gmeliputi guntuk gmewakili ganak tersebut gmengenai gsegala 

gperbuatan ghukum gsi ganak gdi gdalam gdan gdi gluar pengadilan. gSatu-satunya gaturan gyang 

gmenyatakan gsecara gtegas gdan gjelas mengenai gpelimpahan ghak gasuh ganak gpasca 

gperceraian gterdapat gdi gdalam gKHI. KHI gdi gdalam gpasal-pasalnya gmenggunakan gistilah 

“pemeliharaan ganak” gdan menjelaskan gpengasuhan gmaterial gdan gnonmaterial gdi gdalam 

gBab gXIV gPasal g98 sampai gdengan gPasal g106. 

Tabel 1. Perbandingan Pengaturan Pemeliharan dan Pembiayaan Anak 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
gtentang Perkawinan 

Kompilasi Hukum Indonesia 

Pasal g41 
Akibat gputusnya gperkawinan gkarena perceraian 
ialah g: 
1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban 

memelihara dan mendidik anak-anaknya, 
semata-mata berdasarkan kepentingan anak; 
bilamana ada perselisihan mengenai 
penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi 
keputusannya; 

2) Bapak yang bertanggung-jawab atas semua 
biaya pemeliharaan dan pendidikan yang 
diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam 
kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban 
tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa 
ibu ikut memikul biaya tersebut; 

3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas 
suami untuk memberikan biaya penghidupan 
dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi 
bekas isteri. 

Pasal g98 g 
1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri 

atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak 
tersebut tidak bercacat fisik maupun mental 
atau belum pernah melangsungkan 
perkawinan.  

2) Orang tuanya mewakili anak tersebut 
mengenai segala perbuatan hukum di dalam 
dan di luar Pengadilan. 

3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah 
seorang kerabat terdekat yang mampu 
menunaikan kewajiban trsebut apabila kedua 
orang tuanya tidak mampu. 

Pasal g45 
1) Kedua orang tua wajib memelihara dan 

mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. 
2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 

(1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau 
dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku 
terus meskipun perkawinan antara kedua orang 
tua putus. 

Pasal g104 g 
1) Semua biaya penyusuan anak di 

pertanggungjawabkan kepada ayahnya.  
Apabila ayahya stelah meninggal dunia, maka 
biaya penyusuan dibebankan kepada orang 
yang berkewajiban memberi nafkah kepada 
ayahnya atau walinya.  

2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua 
tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam 
masa kurang dua tahun dengan persetujuan 
ayah dan ibunya. 
 

Pasal g47 
1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan 

belas) tahun atau belum pernah melangsungkan 
perkawinan ada dibawah kekuasaan orang 
tuanya selama mereka tidak dicabut dari 
kekuasaannya. 

2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai 
segala perbuatan hukum 

Pasal g105 g 
Dalam ghal gterjadinya gperceraian: g 
1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz 

atau belum berumur 12 tahun adalah hak 
ibunya;  

2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz 
diserahkan kepada anak untuk memilih 
diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang 
hak pemeliharaanya;  

3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. 
Pasal g49 

1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat 
dicabut kekuasannya terhadap seorang anak 
atau lebih untuk waktu yang tertentu atas 
permintaan orang tua yang lain, keluarga anak 
dalam garis lurus keatas dan saudara kandung 
yang telah dewasa atau pejabat yang 
berwenang, dengan keputusan Pengadilan 
dalam hal-hal: 
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a. la sangat melalaikan kewajibannya terhadap 
anaknya; 

b. la berkelakuan buruk sekali. 
2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, 

mereka masih tetap berkewajiban untuk 
memberi biaya pemeliharaan kepada anak 
tersebut. 

 
Dalam gKHI gPasal g105 gtelah gjelas gmengatur gbahwa ghak gasuh ganak gdi gbawah gumur g12 

gtahun gadalah ghak gibunya. gNamun gpasal gini gbukan gberarti gmeniadakan gatau gmenghapus 

ghak gbapak guntuk gmengasuh ganak gkandungnya gpasca gperceraian gdengan gisterinya. gKHI 

gmengatur gkekuasaan gorang gtua gterhadap ganak gpasca gperceraian gdengan gkriteria gumur 

g12 gtahun, gkarena gusia gini ganak gdianggap gtelah gakil gbaligh gatau gdianggap gdewasa. 

gBerdasarkan gkriteria g12 gtahun gini, gmaka ganak gyang gbelum gmemasuki gusia g12 gtahun 

gakan gberada gdibawah gkekuasaan gibunya. gSetelah gmelewati gusia g12 gtahun, ganak 

gdiperbolehkan gmenentukan gpilihan gsendiri, gapakah gikut gibu gatau gayah. gNamun gdemikian 

gangka g12 gtahun gini gbukan gangka gmati gberdasarkan gkriteria gmanfaat gatau gmadharat, 

gmajelis ghakim gdapat gmenentukan gkeputusannya gsendiri gmenyesuaikan gkeadaan gdan 

gfakta gdalam gpersidangan. 
Penetapan gwali goleh gHakim gdilakukan gsetelah gmendengar gkeluarga gdari gpihak gayah 

gmaupun gdari gpihak gIbu gyang gdekat ghubungannya gdengan ganak-anak gtersebut. gHakim 

gmerdeka guntuk gmenetapkan gayah gatau gibu gmenjadi gwali, gtergantung gdari gsiapa gyang 

gdipandang gpaling gcakap gatau gbaik gmengingat gkepentingan ganak- ganak. gPenetapan gwali 

gini gjuga gdapat gditinjau gkembali goleh ghakim gatas gpermintaan gayah gatau gibu gberdasarkan 

gperubahan gkeadaan.[19]
ggDalam gpraktik gpengadilan, gyang gdiberikan gtanggung gjawab 

gutama guntuk gberkedudukan gsebagai gwali gdari ganak-anak gyang gmasih gdi gbawah gumur, 

gumumnya gadalah gsi gIbu gdengan gtetap gmemberikan gbeban gtanggung gjawab guntuk gbiaya 

gpemeliharaan ganak-anak gdari gakibat gperceraian gtersebut gkepada gbekas gsuami/ayahnya. 
 

3.2  Peran Kedudukan Ibu dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Dalam 
Pembiayaan Anak Anak Pasca Perceraian Dalam Putusan Nomor: 
406/Pdt.G/2020/PA.Dps   

Dalam gPutusan gNomor g406/Pdt.G/2020/PA.Dps, gPenggugat gyang merupakan gWNI 

dan gTergugat gmerupakan gWNA gmelangsungkan gperkawinan secara gagama gIslam gdi 

Indonesia gpada g6 gDesember g2006. gOleh gsebab gitu, berdasarkan gPasal g57 gUU gPerkawinan, 

perkawinan gkeduanya gmerupakan perkawinan gcampuran gkarena gberbedanya 

kewarganegaraan gantara gpara gpihak. Selanjutnya gdikarenakan gperkawinan gtersebut 

dilangsungkan gdi gIndonesia gmaka berdasarkan gPasal g66 gayat g(4) gdan gPasal g73 gayat g(3) 

Undang-Undang gNomor g7 Tahun g1989 gtentang gPeradilan gAgama gsebagaimana gdiubah 

dengan gUndang-Undang gNomor g3 gTahun g2006 gdan gPerubahan gKedua gdengan gUndang-
Undang Nomor g50 gTahun g2009 gdan gPasal g38 gUU gPerkawinan gmaka gperceraian gharus 

dilakukan gdi gIndonesia gkarena gperkawinan gmereka gdilakukan gdi gIndonesia. 
Sejak gbulan gSeptember g2017, grumah gtangga gPenggugat gdan gTergugat gsudah tidak 

damai gdan grukun glagi, gantara gPenggugat gdan gTergugat gtidak gada glagi kecocokan guntuk 

mempertahankan gkehidupan grumah gtangganya gyang gsakinah, mawadah gwa grahmah 

sehingga gtujuan gperkawinan gsebagaimana gyang terkandung gdalam gNash gAlqur’an gSurat 

Ar gRum gayat g21 gyakni gterbentuknya rumah gtangga gbahagia gdamai gtentram gpenuh gkasih 

sayang g(sakinah, gmawaddah, warahmah) gsudah gtidak gtercapai. gKemudian gberpisahnya 

Penggugat gdengan Tergugat gtersebut gserta gkedua gbelah gpihak gtidak glagi gsaling 

menghiraukan sebagai gsuami gistri gmaka gdapat gdilihat gsikap gkedua gbelah gpihak gtersebut 

dianggap gtidak glagi gsaling gmencintai gsebagai gsuami gistri gsebagaimana gmaksud Pasal g77 

ayat g(2) gKHI. gDari galasan-alasan gtersebut, gMajelis gHakim gberpendapat untuk 

mengabulkan ggugatan gPenggugat gdengan gmenjatuhkan gtalak gsatu gba’in sughro gTergugat 

terhadap gPenggugat ghal gtersebut gtelah gsesuai gketentuan gPasal 39 gayat g(2) gUU 
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Perkawinan gjo. gPasal g19 ghuruf g(f) gPeraturan gPemerintah gNomor 9 gTahun g1975 gjo. gPasal 

116 ghuruf g(f) gKHI gyang gmenegaskan gbahwa antara gsuami dan gistri gterus gmenerus gterjadi 

perselisihan gdan gpertengkaran gdan gtidak gada harapan gakan ghidup grukun glagi gdalam grumah 

tangga. 
Selama gperkawinan gberlangsung, gPenggugat gdan gTergugat gdikaruniai g2 (dua) gorang 

anak gyang gpada gsaat gsidang gperceraian gberlangsung gkeduanya belum gberusia g12 gtahun 

atau gbelum gmumayyiz. gMenurut gketentuan gPasal g105 KHI, gdalam ghal gterjadinya 

perceraian: g(a). gPemeliharaan ganak gyang gbelum mumayyiz gatau gbelum gberumur g12 gtahun 

adalah ghak gibunya, g(b). gPemeliharaan anak gyang gsudah gmumayyiz gdiserahkan gkepada 

anak guntuk gmemilih gdi gantara ayah gatau gibunya gsebagai gpemegang ghak gpemeliharaannya 

dan g(c). gBiaya pemeliharaan gditanggung goleh gayahnya. gNamun gselama gberpisah, ganak-
anak Penggugat gdan gTergugat gdiasuh gsecara gbergantian, gPenggugat gdan gTergugat gjuga 

telah gsepakat guntuk gmengasuh ganak-anaknya gsecara gbergantian. gOleh gkarena itu, 

Penggugat gingin ghak gasuh ganak-anak ghasil gperkawinan gPenggugat gdan gTergugat tetap 

berada gdalam gasuhan gbersama gsampai ganak-anak gtersebut gtumbuh dewasa gdan gdapat 

menentukan gpilihannya gsendiri. 
Dalam gputusannya, gmajelis ghakim gmenetapkan gbahwa ghak gasuh ganak- ganak hasil 

perkawinan gPenggugat gdan gTergugat gtetap gberada gdalam gasuhan gbersama sampai ganak-
anak gtersebut gtumbuh gdewasa gdan gdapat gmenentukan gpilihannya sendiri gwalaupun 

anak-anak gtersebut gbelum gmumayyiz. gHal gtersebut gkarena gberdasarkan gpasal g41 ghuruf ga 

UU gPerkawinan gmenentukan gbahwa g“baik gibu atau gbapak gtetap gberkewajiban 

memelihara gdan gmendidik ganak-anaknya, semata-mata gberdasarkan gkepentingan ganak”. 

Selanjutnya gketentuan gPasal g2 gUU Perlindungan gAnak, gjuga gmenegaskan gbahwa gasas gdan 

tujuan gpemeliharaan anak haruslah gmengedepankan gpada gupaya gperlindungan ganak 

berasaskan gPancasila dan gUUD gNRI g1945 gserta gprinsip-prinsip gDasar gKonvensi gHak-Hak 

Anak meliputi: ga) gnon gdiskriminasi, gb) gkepentingan gyang gterbaik gbagi ganak, gc) ghak untuk 

hidup, gkelangsungan ghidup, gdan gperkembangan, gdan gd) gpenghargaan terhadap gpendapat 

anak. gDi gdalam gUU gPerlindungan gAnak gjuga gterkandung sebuah gprinsip gbahwa gdalam 

pengasuhan ganak, gharus gmemperhatikan “kepentingan ganak gsemata”, gmaka gmaksud gdan 

tujuan gutama gpemberian ghak pemeliharaan ganak gdalam gkaitan gini, gharus 

mempertimbangkan gdan memperhatikan gsegala ghal gyang gkiranya gdapat gmenjamin gdan 

melindungi keperluan ganak gdan ghak-haknya gagar ganak gdapat ghidup, gtumbuh, 

berkembang dan gberpartisipasi gsecara goptimal gsesuai gdengan gharkat gdan gmartabat 

kemanusiaan, gserta gdapat gmelindungi ganak gdari gkekerasan gdan gdiskriminasi. Oleh gsebab 

itu gapabila gberdasarkan gketerangan gPenggugat gbahwa gpada gsaat berpisah ganak-anak 

Penggugat gdan gTergugat gdiasuh gsecara gbergantian, gmaka putusan ghakim gsudah gtepat 

untuk gmemberikan ghak gasuh gkepada gkedua gorang tuanya. 
Hak gAsuh gAnak gtelah gdiajukan ggugatan goleh gpihak gibu gdalam gPutusan Nomor 

406/Pdt.G/2020/PA.Dps. gdalam ggugatan gnomor g7 gyang gberbunyi “bahwa terhadap ghak 

hadhanah/hak gasuh ganak ghasil gperkawinan gantara gPenggugat gdan Tergugat gyaitu ganak 

perempuan gyang gbernama gANAK g1, glahir gdi gGianyar, gpada tanggal g17 gJuni g2007 

berdasarkan gKutipan gAkta gKelahiran gNomor g: 000005/B5/2007 gyang gdikeluarkan goleh 

Dinas gKependudukan gdan gCatatan gSipil Denpasar gtertanggal g25 gJuli g2007 gdan ganak glaki-
laki gyang gbernama gANAK g2, lahir gdi gDenpasar, gpada gtanggal g28 gFebruari g2011 

berdasarkan gKutipan gAkta Kelahiran gNomor: g2230/UM.CAMP/2011 gyang gdikeluarkan 

oleh gDinas Kependudukan gdan gCatatan gSipil gKota gDenpasar gtertanggal g13 gMei g2011, gagar 

hak gasuh ganak-anak ghasil gperkawinan gPenggugat gdan gTergugat gtetap gberada dalam 

asuhan gbersama gsampai ganak-anak gtersebut gtumbuh gdewasa gdan gdapat menentukan 

pilihannya gsendiri”.[5] 
Berdasarkan dari putusan di atas, bahwa pihak gibu gmemintakan kepada hakim atas 

hak ghadhanah gatau ghak gasuh ganak-anak ghasil gperkawinan gPenggugat (ibu) gdan gTergugat 

(bapak) gtetap gdalam gasuhan gbersama gsampai ganak-anak tersebut gtumbuh gdewasa gdan 

dapat gmenentukan gpilihannya gsendiri. gGugatan tersebut gjuga gtelah gdisepakati goleh gkedua 
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pihak gbaik gibu gdan gbapak berdasarkan Perjanjian gKesepakatan gBersama gyang gdibuat goleh 

Penggugat g(ibu) gdan  Tergugat g(ayah) gtanggal g9 gOktober g2020 gyang gmerupakan gakta 

dibawah gtangan dan gtelah gbermaterai gcukup. gPenggugat gdan gTergugat gjuga gtelah gsepakat 

untuk mengasuh ganak-anaknya gsecara gbergantian. gMaka gberdasarkan ggugatan gsang  ibu 

dan gjuga gberdasarkan gsurat gperjanjian gtersebut gMajelis gHakim gmemutuskan untuk 

mengabulkan ggugatan gpenggugat. gPutusan ghakim gtersebut gsejalan gdengan Pasal g4 huruf a 

gUU gPerkawinan gbahwa g“baik gibu gatau gbapak gtetap berkewajiban gmemelihara gdan 

gmendidik ganak-anaknya, gsemata-mata berdasarkan gkepentingan ganak”.  
Mengenai gpembiayaan ganak gpasca gperceraian gtidak gdisebutkan gdan gjuga tidak 

digugat goleh gsang gibu gdalam ggugatan gini. gNamun, gberdasarkan gPasal g41 huruf gb gUU 

Perkawinan gmengatakan gbahwa g“Bapak gyang gbertanggung-jawab atas gsemua gbiaya 

pemeliharaan gdan gpendidikan gyang gdiperlukan ganak gitu; bilamana gbapak gdalam 

kenyataan gtidak gdapat gmemenuhi gkewajiban gtersebut, Pengadilan gdapat gmenentukan 

bahwa gibu gikut gmemikul gbiaya gtersebut”. gPasal 105 gKHI gjuga gmengatur gdemikian, gbahwa 

dalam ghal gterjadinya gperceraian, gbiaya pemeliharaan gditanggung goleh gayahnya. 
Menurut Para Penulis, Pasal 41 UU Perkawinan dan Pasal 105 KHI merupakan pasal-

pasal yang saling melengkapi sehingga dalam putusannya Hakim menggunakan kedua 
pasal tersebut. Kewajiban atas pembiayaan anak pasca perceraian diberikan kepada 
ayahnya namun apabila ayahnya tidak mampu memenuhi kewibannya maka ibu dapat 
ikut memikul biaya tersebut. Menurut ghukum gRomawi gyang gberpengaruh gbanyak 

terhadap ghukum gPerancis dan gmelalui ghukum gBelanda gsampai gke gIndonesia gdan gmasuk 

ke gdalam ghukum Perdata, gdijelaskan gbahwa ganak-anak gberada gdi gbawah gkekuasaan 

bapaknya. Semula gkekuasaan gini g(patria gpotesta) gtidak gterbatas gdan gdapat gdikatakan 

bahwa ghidup gdan gmatinya gseorang ganak gberada gdalam gkekuasaan gbapaknya. Lambat laun 

kekuasaan gini gmenjadi gberkurang, gnamun gtetap gsaja gmasih gbesar dibanding gdengan 

kekuasaan gibunya.[20] Dengan diadakannya gperundang-undangan ganak, gmaka kekuasaan 

gbapak gdiubah menjadi kekuasaan gorangtua g(ibu gdan gbapak), gdan gdengan keputusan 

ghakim gkekuasaan orangtua gdapat gdibebaskan gatau gdipecat gdari ghak pengasuhan ganak.[21] 
Maka gwalaupun gdalam gputusan gpengadilan gtersebut gtidak gmenyebutkan mengenai 

pembiayaan ganak, gpembiayaan ganak gsecara ghukum gyang gdidasarkan pada gPasal g41 ghuruf 

b gUU gPerkawinan gdan gjuga gPasal g105 gKHI gseharusnya dipenuhi gdan gditanggung goleh 

pihak gbapak. gTetapi gkarena gadanya gperjanjian kesepakatan gantara gpihak gibu gdan gbapak 

mengenai ghak gasuh ganak gyang ditetapkan gasuhan gbersama, gmaka gkemungkinan gdalam 

kenyataannya pembiayaan gdilakukan gsecara gbersama goleh gpihak gibu gdan gpihak gbapak. 
Oleh karena itu, maka Para Penulis setuju dengan putusan Hakim. 

 

4.   Kesimpulan  

Pelaksanaan pembiayaan anak pasca perceraian pada perkawinan campuran diatur 

gdalam gPasal g41 Undang-Undang tentang Perkawinan, gPasal g105 gKHI, dan Pasal g2 gUndang-
Undang gNomor g35 gtahun g2014 Undang-Undangg tentang gPerlindungan gAnak yang mana 
pada dasarnya orang tua baik ibu maupun bapak berkewajiban untuk memelihara dan 
mendidik anak-anaknya hingga dewasa. Ibu memiliki hak untuk memelihara anaknya 
hingga ia dapat menentukan pilihannya sendiri sedangkan bapak memiliki kewajiban 
untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anaknya hingga ia dewasa atau dapat 
menentukan pilihannya sendiri. Dengan demikian, berdasarkan gpertimbangan ghukum 

dan gputusan ghakim gdalam gPutusan gPerkara gNomor: g406/Pdt.G/2020/PA.Dps, gtelah 

sejalan gdengan gPasal g41 ghuruf ga gUU Perkawinan dan Pasal 105 KHI, gdengan gadanya 

kesepakatan gdengan gadanya gperjanjian gkesepakatan gbersama gantara gbapak gdan gibu guntuk 

tetap gmengasuh gbersama gsampai ganak-anak gtersebut gtumbuh gdewasa gdan gdapat 

menentukan gpilihannya gsendiri. gMengenai gpembiayaan ganak gpasca gperceraian gtidak 

disebutkan gdan gtidak gada ggugatan gdari gpihak gibu, goleh gkarena gitu gkemungkinan gdalam ghal 

pembiayaan gakan gdilakukan gsecara gbersama gmelalui gadanya gperjanjian gkesepakatan 

bersama gantara gpihak gibu gdan gbapak guntuk ghak gasuh gyang gditetapkan gasuhan gbersama. 



J R H 

Reformasi Hukum | 27(1) Januari–April 2023  p. 31 

 
 

Daftar Pustaka 

[1] W. Ernaningsih and P. Samawati, Hukum Perkawinan Indonesia. Palembang: Rambang, 2006. 
[2] L. Bakarbessy and S. Handajani, “Kewarganegaraan Ganda Anak Dalam Perkawinan Campuran 

dan Implikasinya dalam Hukum Perdata Internasional,” Jurnal Prespektif, vol. 17, no. 1, 2012, doi: 
https://doi.org/10.30742/ perspektif.v17i1.89. 

[3] S. Rahardjo, Ilmu Hukum. Bandung: Rineka Cipta, 2014. 
[4] Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta, 2005. 
[5] Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 406/Pdt.G/2020/PA.Dps.  
[6] J. Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2008. 
[7] Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  
[8] S. Abidasari, “Legalitas Perkawinan antara Warga Negara Indonesia dengan Pengungsi Asing,” 

Reformasi Hukum, vol. 24, no. 1, 2020, doi: https://doi.org/10.46257/jrh.v24i1.124. 
[9] A. G. Anshori, Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fikih dan Hukum Positif. Yogyakarta: UII Press, 

2011. 
[10] Republik Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak.  
[11] Republik Indonesia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  
[12] Republik Indonesia, Undnag-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.  
[13] Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.  
[14] United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC), Convention on the Rights of Child.  
[15] Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  
[16] Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan). Yogyakarta: Liberty, 1982. 
[17] W. Lyinna, “Pemberian Hak Hadhanah Yang Diberikan Oleh Ayah Bagi Anak Yang Belum Mumayiz 

Akibat Terjadinya Perceraian Menurut Prespektif Hukum Islam,” Reformasi Hukum, vol. 21, no. 2, 
2017, [Online]. Available: https://ojs.uid.ac.id/index.php/jrh/article/view/25 

[18] H. Hadikusuma, No TitleHukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum 
Agama. Bandung: Mandar Maju, 2007. 

[19] Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa, 1994. 
[20] M. Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 

2011. 
[21] A. Nuruddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2004. 
  

  


